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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
NMGAH,

a. bahwa dalam rangkn pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2}

Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tcntang
Penvelenggorann Pendidikan Madrasah, perlu memberikan iZin
operasional terhadap Madragah Swasta di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

_ bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah

yvang bermutu, periu memberikan kesempatan masyarakat melalu
organisusi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuni dengan standar nasional pendidikan;

_ pahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputuson ini

telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelnyakan
yang telnh ditctnplan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, b dan ¢ di atas, perlu menctapkan Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provins Jawa Tengah lentang
Pemberinn Izin Operasional Pendinan Madrasah Tsanawiynh AS

Salam Kabupaten Jepara;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem

Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301,

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahoan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 44096] scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia
Nomor 5670);

4. Peraturan...



-

4. Peratiitan  Pemerintal Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belojar Pendidikan Dasar (Lembaran MNegom Ropublik ndonesia
Tahus 2008 Momoer 90, Tambohon Lembaran Negara Bepublik
[ndonesin Nomor 4863);

5, Peraturan Pameriniah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanmon
Pendidikan {Lembaran MNegara Beopublik Indenesin Tahun 2008
Momor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Noqmor 4864);

6. Pernturan  Pemerintah Nemor 74 Tahun 2008 tentang Gur
|Lembaran Negorm Republik Indonesta Tahun 2008 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ramaor 494 1)

¥. Peramuran Pemerintah Nemas 17 Tahun 2010 tentung Pengelolnan
dian Penyelenggaraan  Pendidikan (Lembaran Negara Repubiii
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambaban Lembaran Negors
Republik Indoncsin Nomsor 5150) sebaguimana telah  diubah
dengan - Peraturan Pemerintah - Mopwer 66 Tahun 2000 - tentang
Perubahan Atas Peramoran Pemerintah Nomoer 17 Tahus 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggarnon Pendidikan [Lernbaran
Megars  Bepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 113, Tambahon
Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomar 5157);

B, Peraturan Monteri Pendidikan Nasiooal Nomor 24 Tahun 2007
Standar Sarnnm don Prasarona Unfuk Sckolah Daaar Modrasak
[btidodyah, Sekolah Menengah Pertoma fModrasah Tsapawiyal
dan Sekolah Menengah Atas/ Madraszh Aliyah;

9. Perapuran Menters Pendidikan Nasbooal Noemor 15 Tahuan 20100
Lesufmrye R ERETE Pelayana Mlirvigral Ferndidikarn i
Fabupalen fBoin scbhagaimana felah diadbah menjodi Perateran
Menteri Pendidiksm dan Kebudoyoan Nomor 23 Tahun 2013
tenitmng Perubahaon atas Peraouran Menterl Pesdidikan MNa=iaral
Momar 15 Tahun 2010 ientang Standar Pelavenan  MMinirmel
Pendidikan di Kabupaten / Kota;

10k Peratuian Menton Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penpgawns
Madrasah dan Pengowas Pendidikan Agams [slam pado Sekolah
{Beritn® Negara  Republik fndonwsin Tohun 2012 Momor B
sclmgmimana welah diuboh dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 31 Tnhun 2013 tentang Perubahan Atas Perotaran Menteri
Agama Nompor & Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidilan Agama Islam pada Sekolah [Berita Mepura
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor G84);

11, Peraturan  Menteri Agama Nemor 13 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertkal Kementerian Agama
[Berlta Negara Republik Indoneaia Tahun 2012 Nomaor 3515

12, Peraturan Menteri Aguma Nomor 90 Tahun 2013 tenitang
Pemyelenggaran Pendidikan Madrasah (Beritn Negara Republil
In-:lﬂmg’_@ Tahun 2013 Nomor 1382 sebagaimuana telah divbah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedun Atas Peraturan Menteri Agama Nomor
QErTn.Ftun 2013 tentong Penyelengearann Pendidikan Madrasah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 21 o1];

MEMUTLISHAN ..,



KEDUA

RETIGA

KEEMPAT

RELIMA

L

MEMUTUSKEAN :

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN LEIN OPERASIONAL
PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AS  SALAM
KABUPATEN JEFPARA.

Memberikan [zin Operamonal Pendiriamn Hnrﬁru:ﬂ_l‘l kEFf:'_:n
Madrasah scbagaimana tercaptum dalam l-ﬂmpl.rzlﬂ_ yong
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ik

Setelah  jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah Yyang

bersangkutan wajib:

a. Menyvampalkan laporan perkembangaty Madrasah ke::;drj
Kepaln Kantor Kementerian P.gﬂ.m.a_ﬂahupme;;fnl
setempat yang memual paling medikit ptrhnt:l_k IEI..:JI"-
jumilnk pescrta didik, pelaksanonan o utﬂm
pelaksanann pemenuhan standar Sardris Pragarnria,
peloksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; danfatau s

| ndaftaran visilasg

B ﬂizlgiﬂﬁnﬂdmahm}mpﬂﬂu BAP-S/M sesual ketentuan
peraturan perundang-undangian.

[alam hal perkembangan Madrasah sebagaimana Eiimulr:ﬁ-ul:l
dalam Diktum KEDUA huraf a dinilai memenuhi standar
pelayanan mimmal penyelcnggaraarn pendidikan  dan/atau
hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Dikoum KEDUA h_urul'
b mendapat peringkat minimal C, maka izn operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlakaa.

Datam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksad
dalam Diktum KEDUA huruf a dinila: memenuhi standar
pelayonan  minimal penyelenggaraan  pendidikan  dan/atau
hasgil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf
b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Semarang,
pecda tanggal 11 Juni 2019

KEPALA EANTOR WILAYAH
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN [ZIN OPERASIONAL

1 |Nama Madrasah MTS. AS BALAM
2 |Momor Statistik Madrasah IEJEEJJHJDIIE
i RT 01 EW 09
3 |Alamat Madrasah JI. Raya Hancilan
[esa /- Kelurahan Kancilan
Kecamatan Kembang
Kanbupaten Jcpn.m
Provinst Jawa Tengah
4 I:l'ama. Organisasi Penyelenggara YAYASAN FEN L‘-'II.'.'lll"'u'l.r'-l 1‘-.'-|_-"'Jr! AS BALAM
KEMBANG . J
B |Akte Notaris Organisas: IMo. 10 H.A- QOMAR NASIKH, SH Tanggal 2
F::ug.rclnngnara !Ir'-l-r.rw:mb-::r 2012
& PEI'.-IEEI:E.HJ.'IF.I'I- Akte Notaris LAHU-8449.AH.OL. IIH Tahun 2012 Tangeal
Crpanisasi Penyelenggara 28 Desember 20132
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